KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :9 /SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP KESEPAKATAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG TAT WILAYAH

Menimbang

Mengingat

(RTRW) PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023-2043

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. bahwa kesepakatan substansi merupakan materi substansi

yang berisikan materi-materi yang akan disepakati dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023-2043;

b.bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
Kesepakatan Subtansi merupakan tahapan yang harus
dilalui dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah
Provinsi Sumatera Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
terhadap Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Tata
Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus pembahasan Kesepakatan
Substansi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tanggal 3 Juni 2024;
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan
pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan
Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Tata
Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043
tanggal 3 Juni 2024,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang
Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043
sebagaimana terlampir.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
disepakati dengan kesepakatan bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan
Pemerintah  Daerah yang dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
bersama Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Keseapakatan Bersama, Laporan hasil pembahasan
dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

dto

SUPARDI



